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Berdasarkan masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan menfokuskan pada  masalah: Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak di bawah umur di polres Batang. Untuk mengetahuinapa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat daam proses penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di akukan anak di bawah umur. Manfaat dari penelitian tersebut diantaranya adalah dapat di jadikan masukan bagi aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Resor dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi pembaharuan
Pendekatan yang digunkan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif analitis.Jenis data yang akan mendukung penelitian ini nantinya adalag data sekunder dan primer. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah melalui analisis kualitatif
Hasil penelitian menunukan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di polres batang yaitu Kepolisian harus lebih efektif lagi dalam penerapan sanksi yang di berikan adapun faktor pendukung dan faktor penghambat Kapolres Batang harus lebih bijak dalam meningkatkan keselamatam tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama.

Kata Kunci : Penegakan hukum,Anak,Pelanggaran lalu lintas
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PENDAHULUAN

A. [bookmark: _Toc524947430][bookmark: _Toc525123370]Latar BelakangMasalah
Kecelakaan lalu lintas yangmelibatkan anak di bawah umur,mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untukmenentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Padakenyataannya oleh berbagai pihakmeninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidakseimbanganantara jumlah kendaraan dan dayatampung jalan raya itu sendirisehingga membawa resiko bagisemua yang terlibat dalam pemakaianya 
Dan juga saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang belum cukup umur melakukan pelanggaran lalu lintas seperti contohnya belum mempunyai SIM,melaggar rambu-rambu lalu lintas,tidak memakai helm dan juga surat-surat kendaraan yang belum lengkap seperti STNK,tidak menghidupkan lampu motor di siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Kota Batang sendiri tercatat tingkat keecelakaan lakantas dijelaskan, sebanyak 78 pelanggar yang terjaring dalam razia itu dengan berbagai kesalahan. Seperti, pelanggaran tak mengenakan helm 54 orang, tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 4 orang, dan pengendara yang tidak bisa meunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 20 oranSelain itu, ada sejumlah jenis kendaraan yang juga berhasil diamankan petugas. Diantaranya SPM 68 unit, Kendaraan roda empat 10 unit[footnoteRef:1] Semua pengendara yang dinyatakan melanggar tetap dikenakan E-tilang sesuai undang-undang lalu lintas. [1:  http://jateng.tribunnews.com/2017/02/27/mulai-1-maret-2017-polisi-di-batang-akan-gelar-operasi-ini-sasarannya] 

Mengendarai kendaraan secara kurang hati – hati dan melebihi kecepatanmaksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang.Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapiapabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut.Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan halitu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidaksedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintasDan untuk mencegah ataupun mengurai dampak kecelakaan lalu lintas orang tua haruslah lebih waspada dalam memperhatikan anak dalam menggunakan transportasi dan juga polisi satlantas dengan rutin melalukan oprasi zebra guna untuk mengurangi tingkast kecelakaan dan pengguna lalu lintas yang tidak lengkap membawa surat surat kendaraan adapun cara lain yaitu anggota kepolisian rutin rolling mengunjungi sekolah sekolah untuk memberi wawasan dan arahan terhadap siswa siswa bagaimana pentingnya menaati rambu rambu lalu lintas dan juga memberikan arahan untuk selalu waspada terhadap tingkat kecelakaan di jalan raya pentingnya memakai helm dan surat surat kendaraan.
Dan juga bmemberikan efek jera terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran dengan menilang si pengendara apabila todak bisa menunjukan suart surat motor maka motor si pengguna akan di tahan di kantor polisi.
Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudahtentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenagamanusia yang mampu serta terampil.

B. [bookmark: _Toc524947431][bookmark: _Toc525123371]Rumusan Masalah
Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai masalah yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhuskan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan di  batasi dan di fokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu :
1. Bagaimanakah proses penyidikan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang?
2. Apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak  di bawah umur di Polres Batang?
C. [bookmark: _Toc524947432][bookmark: _Toc525123372]Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang   di lakukan anak di bawah umur di kota Batang?
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

D. [bookmark: _Toc524947433][bookmark: _Toc525123373]Kegunaan Penelitian
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang di ambil dari penelitian. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat  Teoristis
	Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terutama terkait dengan khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah 
	Sebagai pedoman dan masukan bagi peerintah daerah daa menentuksn kebijakan dalam upaya menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak di bawah umur.


b. Bagi Aparat Penegak Hukum 
	Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara perkara tindak pidana prostitusi.Maka dari itu untuk teriptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum yang harus ditingkatkan.

E. [bookmark: _Toc524947434][bookmark: _Toc525123374]Terminologi
Dalam judul ini proposal ini menyangkut tentang “Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas”
1. Penegakan Hukum di Indonesia
Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilaiyang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.
2. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas
Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Dalammelakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapatdigunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehinggapelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telahdibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yangmenyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertianpelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebihringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggarsuatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam halpelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuaidengan apa yang diperbuatnya.
Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1946tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
b. Tentang pelanggaran ketertiban umum
c. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
d. Tentang pelanggaran kesusilaan 
e. Tentang pelanggaran mengenai tanah,tanaman dan pekarangan 
f. Tentang pelanggaran jabatan
g. Tentang pelanggaran pelayaran
Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman,Jaksa Agung,dn Kepala Kepolisian Rebublik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang di klarifikasi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Klasifikasi pelanggaran jenis ringan
2. Klasifikasi pelanggaran jenis sedang
3. Klasifikasi pelanggaran jenis berat 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281,Pasal 282,Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288,Pasal289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295,Pasal296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal2.300, Pasal 301, Pasal302, Pasal 303,Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308,Pasal 309, dan Pasal 313 .
3. Tugas polisi lalu lintas
Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunanpegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagidalam dua golongan besar,yaitu :
1. Operatif
a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
b. Mengatur lalu lintas
c. Menegakan hukum lalu lintas
2. Administrative 
a. Mengeluarkan surat izin mengemudi 
b. Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor 
4. Tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khususdi bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak 

F. [bookmark: _Toc524947435][bookmark: _Toc525123375]Tinjauan Pustaka
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalulintas dan atau peraturan pelaksanaannyamenimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga pelanggaranlalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabka bangunan-bangunan,trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409). Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326

G. [bookmark: _Toc524947436][bookmark: _Toc525123376]Metode Penelitian
1. [bookmark: _Toc525123377]Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang di lakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang di kemukakan,yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 
Pendekatan yuridis di gunakan dalam usaha menganalisis data kepada norma-norma hukum. Sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati,di teliti dan di analisa dalam praktek pelaksanaanya di polres Batang
2. [bookmark: _Toc525123378]Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang akan di gunakan adalah dengan Deskriptif analitis yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran,menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang di bahas
3. [bookmark: _Toc525123379]Sumber Data
Sumber data yang akan mendukung penelitian ini nantinya adalah data sekunder dan data primer
a. Data Primer
Data primer yaitu dengan cara kita datang langsung/observasi ke tempat polres Batang untuk melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan  untuk mendapatkan data yang lengkap
b. Data Sekunder 
Bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitanya dengan judul tersebut dan sumber data sekunder mencangkup :
· Bahan hukum primer
Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan:
a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
b.  Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana, 
c. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d. Undang – Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
e. Undang- undang no 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 
f. Undang-undang  Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
g. Undang-undang Nomor  35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
· Bahan hukum sekunder 
a) Bahan hukum sekunder
yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data.
b) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjukdan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitandengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum
4. [bookmark: _Toc525123380]Lokasi Penelitian
	Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum,maka penulis mengambil lokasi di Polres Batang  Jl. Gajah Mada no 200, Batang Jawa Tengah.
5. [bookmark: _Toc525123381]Metode Penyajian Data
	Setelah mendapat data primer dan data sekunder terkumpul kemudian terhadap data tersebut akan di teliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut di olah dan di sajikan dalam bentuk skripsi
6. [bookmark: _Toc525123382]Metode Analisis Data
	Setelah data di kumpulkan dengan lengkap,maka tahap berikutnya adalah menganalisis data.Metode analisi data yang di gunakan adalah metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dengan bentuk uraian sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian 

H. [bookmark: _Toc524947437][bookmark: _Toc525123383]Sistematika Penelitian
Sistematika dalam penelitian tesis ini disusun sebagaimana berikut :
	Bab I berisi Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan atau kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika.
	Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari keadilan dan penerapan pemidanaan
	Bab III berisi Hasil Penelitian dan Analisis yang akan menjawab A. Bagaimana penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Batang? B. Apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang. 
	Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian

[bookmark: _Toc524947438][bookmark: _Toc525123384][bookmark: _Toc524947439]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc524947440]
A. [bookmark: _Toc525123385]Hukum Pidana
1. [bookmark: _Toc525123386]Penegakan hukum
Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapatdilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupanmasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:2] Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. [2:  Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, Seminar NasionalUniversitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.] 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses  penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan[footnoteRef:3] prinsip jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum[footnoteRef:4], dan pembagian cabang kekuasaan yang sederajat dalam suasana checks and balances[footnoteRef:5]. Melihat kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, telah banyak peraturan- peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. [3:  Lihat Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]  [4:  Lihat Pasal 28D ayat (1) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]  [5: Lihat Jimly Asshidiqqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, SinarGrafika, Jakarta. hlm. 31 ] 

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nila keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
2. [bookmark: _Toc525123387]Pengertian Hukum Pidana
Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman.Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazimmerupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam artisempit adalah berkaitan dengan hukum pidanaPidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengajadijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orangsebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telahmelanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukumpidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah Strafrechtsedangkan dalam bahasa Inggris adalah Criminal Law. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakanpembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkantindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atauperawatan si pembuat.
Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam Hukum Pidana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: “Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali” atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan.[footnoteRef:6]  Hal itu akan menjadi hukuman,tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang,yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang.[footnoteRef:7] [6:  Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22]  [7:  Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2007, hlm. 289. ] 

Menurut Soedarto fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi umum dan fungsi khusus
a. FungsiUmum
	Yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. menurut soedarto, hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sozial relevant, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat . hukum hanya mengatur atau memperhatikan perbuatan-perbuatan yang ada sangkut-pautnya dengan masyarakat .mengandung makna ,bahwa pada hakikatnya hukum itu hanya dapat mengatur sehingga juga hanya dapat menjangkau sikap tindak/perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.
b. Fungsi Khusus
	Yaitu berfungsi melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan) dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih kejam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.hukum pidana mempunyai dua dimensi yang berbeda . pertama ,karena kedudukannya sebagai bagian dari hukum pada umumnya ,maka hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan hukum pada umumnya ,perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial,berada di luar jangkauan hukum. kedua,adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.
	Istilah pidana di definisakan dengan banyak pengertian yang berbeda beda. Namun tentnya setiap pengertian hampir adanya kesamaan makna. Istilah pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya hukuan , nestapa, atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Di pidana artinya di hukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahatJadi Enchede-hijder ini meninjau hukum pidana sebagai obyek studi, menurut metodenya[footnoteRef:8]. Biasanya pengrtian hukun pidana itu sendir, paling luas hanya yang di sebut I yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil yang berisi isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit dsn materiil [8:  Ensced-Heijder, Beginselen van Strafretch, 1978; hlm. 17 .] 

c. Hukum Pidana Materiil
	Hukum pidana materil ,yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana,aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana.hukum pidana materil misalnya termuat dalam KUHP,undang-undang narkotika dan lain-lain.
	Definisi tentang hukum pidana (materiel) dirumuskan juga oleh Pompe, yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat yaitu “keseluruhan peraturan-peraturn hukum yang menunjukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya di kenakan pidana  dan dimana pidana itu seharusnya di dapat[footnoteRef:9]. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakanya hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Pidana dipandang seagai suatu nestapa yang di kenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. “hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja di pertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan’’[footnoteRef:10] [9:  W.P.J. Pompe,Handboek van het  Nederlandse Strafrecht, 1959. Hlm 3]  [10:  Prof. Van Kan Rectsetenschap. Inleiding Rectswetenschap, (1931) pa. 86] 

d.  Hukum Pidana Formil
	Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHAP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981 ,undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang nomor 33 tahun 1999, undang-undang tindak pidana ekonomi atau uu nomor 7 tahun 1955. Hukum  pidana  Formil merupakan sejumlah perauran yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya  untuk mengadili nserta memberikan putusan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak iru harus di berlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis huku  pidana ini sebagai hukum acara pidana[footnoteRef:11]. Hukum pidana memberi sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru ini hukum pidana merupakan hukum sanksi[footnoteRef:12] [11:  Leden Marpaung,2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2]  [12:  Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13] 

	Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenaranya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, 
	Sedangkan menurut Moeljatno mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk  :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola prilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi selluruh warga. Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dian dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana[footnoteRef:13] [13:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawaab Pidana, Op. Cit., hlm 75.] 

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman.Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazimmerupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam artisempit adalah berkaitan dengan hukum pidanaPidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengajadijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orangsebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telahmelanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukumpidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah Strafrechtsedangkan dalam bahasa Inggris adalah Criminal Law.Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakanpembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkantindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atauperawatan si pembuat	Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, ada beberapa pendapat antara lain[footnoteRef:14] [14:  Sudarto, 1981, Hukum pidana I, Alumni, Bandung, hlm88-89] 

a. Mezger mengatakan : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “Social-ethisch” dan mengatakan : Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubunganya terhadap perbuatan dalam arti  bahwa berdasarkan keadaan psycisch (jiwa) itu perbuatanya dicelakan kepada pembuat
c. Van Hamel mengatakan : “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatanya : Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum 
d. Pompe mengatakan : “Pada pelanggaran norma yang di lakukan karna kesalahanya, biasanya sifat melawan hukum adalah perbuatanya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut : menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (verwijbaarheid) dan menurut hakekatnya ia adalah hal dapat di hindarkannya perbuatan yang melawan hukum.
Adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya seseorang, harus di penuhi beberapa syarat,[footnoteRef:15] yakni : [15:  Bahtiar Agus Salim, 1980, Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta , Bandung, hlm 105] 

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab
3. Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaanya; dan tidak adanya alasan pemaaf
Dalam pengertian hukum pidana dapat di sebut ciri arau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :
1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat 
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam artki sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.
Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan perbuatan. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang di benarkan secara etis dapat di pidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan[footnoteRef:16] [16:  H. B. Vos op.cit hlm 83-84] 

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan. Ini berarti harus di pastikan lebih dahulu siapa yang diknyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umunya sudah di rumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuatnya tidaklah mudah[footnoteRef:17] [17:  Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A., 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm 133] 

3. [bookmark: _Toc525123388]Pengertian anak  dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas
a. Definisi anak.
Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.
1) Berdasarksn Undang-Undang nomor 17 tahun 2016
“Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila, hukum haruslah menjamin perlindungan  hak-hak seluruh warga negara Indoneisa,termasuk anak-anak.Pada masa sekarang ini, perlunya perlindungan terhadap anak-anak bukan semata-mata karena kewajiban Indonesia sebagai suatu negara. Lebih dari itu karena didasari rasa keprihatinan pemerintah atas berbagai situasi yang memojokkan, bahkan merenggut hak-hak anak. Maka kemudian, secara yuridis disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang terbaru yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak.
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belummencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”[footnoteRef:18] [18:  Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak, bab I, Pasal 1 angka 2] 

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:[footnoteRef:19] [19:  R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: sinar grafika, 2016), h.12.] 

a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.
b)  Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
	 Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang   
4)  Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”.


5) Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah sangat banyak mengatur hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa  tetap terjamin hak-haknya sebagai anak yang sepantasnya mendapatkan perlindungan dari Negara
b. Proses penyidikan
Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadaptindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.  Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:
Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yangberkonflik dengan hukum antara lain:
1) Penyidik Khusus Anak
	Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian  Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yangditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut : [footnoteRef:20] [20:  Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak] 



Telah berpengalaman sebagai penyidik;
a) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
b)  Memahami masalah Anak; dan
c)  Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
2) Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan
	Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajibmemperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan susasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahwa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut  sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.


3) Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung
	Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikanterhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.[footnoteRef:21] [21:  Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung , PT. Refika Aditama, hlm. 101] 

4) Kewajiban Pelaksanaan Diversi
	Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidan yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi[footnoteRef:22]terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan : [22:  Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan tujuan antar lain untuk : (a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.] 

a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
b)  Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
	Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.
5) Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan
	Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat memintapertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.[footnoteRef:23]Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan PembimbingKemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.11 Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratifberdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [23:  Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak] 

6) Identitas Anak
	Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajibdirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (percumption of innocent). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapatdianggapbersalahapabila belumadakeputusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. 
c. Penangkapan 
Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yangberkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:
a. Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir
	Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidakditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahw perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukantindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir(ultimum remedium) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama24(dua puluh empat) jam.
b. Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak
	Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatika kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.
d. Penahanan
Anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seoranganak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.
1) Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan
	Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tida boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau  lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2) Syarat Penahanan Anak
	Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadapanak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:
· Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
· Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
3) LamanyaWaktu Penahanan
[bookmark: _Toc525123389]Tabel 1
Jangka waktu penahan terhadap anak dalam SPPA
	No
	Tingkat pemeriksaan
	Waktu penahanan
	Perpanjangan penahanan

	1
	Penyidikan 
	7 hari (oleh penyidik)
	8 hari (oleh JPU)

	2
	Penuntutan 
	5 hari ( oleh JPU)
	5 hari (oleh JPU)

	3
	pengadilan
	10 hari (oleh hakim)
	15 hari (oleh ketua PN)



e. Penuntutan
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:
1) Penuntut Umum Anak
	Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.


2) Kewajiban Pelaksanaan Diversi
Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undan Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiatahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1)
f. Pemeriksaan di Pengadilan
	Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukumyang diberikan terhadapa anak antara lain yaitu:
1) Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal
Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidan Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.
2)  Kewajiban Mendampingi Anak
Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbin kemasyarakatan.
3)  Peranan Pembimbing Kemasyarakatan 
Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan,Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporanhasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan
g. Putusan
Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :
a) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
1.  pidana peringatan;
2.  pidana dengan syarat:
a. pembinaan di luar lembaga
b. pelayanan masyarakat; atau
c.  pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4.  pembinaan dalam lembaga; dan
5.  Penjara


b) Pidana tambahan terdiri atas:
1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2) pemenuhan kewajiban adat.
Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :
1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2.  penyerahan kepada seseorang;
3.  perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
6. perbaikan akibat tindak pidana.
h. Pemasyarakatan
Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibala taha eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh[footnoteRef:24] [24:  Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 314] 

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadapa anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain :
a.  Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak
	Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidanaya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinanaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagiwarga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan carapembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.Pelaksanan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.16 Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
b. Hak-Hak Anak Narapidana
	Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidanaberhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[footnoteRef:25] Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[footnoteRef:26] [25:  Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak]  [26: Marlina, Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan, PT RefikaAditama, hlm. 157.] 

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.[footnoteRef:27] [27: Pasal 65 huruf e Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ] 

Seperti halnya lalai dalam tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana
c. Definisi anak.
	Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidan namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana Sebelu membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebi dahul diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.
d. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan  Pasal283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belummencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belummencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
e.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak
	 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.11
f.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.11 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak, bab I, Pasal 1 angka 2.30 Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angk Undangundang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuh syarat sebagai berikut:
a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 UndangundangNomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18(delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.
b) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”.


B. [bookmark: _Toc524947441][bookmark: _Toc525123390]Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas
1. [bookmark: _Toc525123391]Pelanggaran lalu lintas UU no 22 tahun 2009
Sesuai dengan peraturan yang ada, Definisi kecelakaan menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no. 22 Tahun 2009 menyatakan : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.Dalam peraturan lainnya, kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah: Suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda
Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain :
1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajiian data lalu lintas di jalan raya
4. Pengelolaan pusat pengadilan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas 
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas 
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen oprasional lalu lintas
Kewenangan polisi sebagai penyidik berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Mencari keterangan dan barang bukti
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lantas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionilitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaa masyarakat.
Dewasa ini pelanggaran lalu lintas semakin sering kita temui. Mulai dari menerobos traffic light hingga melawan arus lalu lintas. Pelakunya mulai dalam  anak-anak hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figur tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Hal yang menonjol tentang perilaku pelanggaran lalu lintas adalah perilaku ini dilakukan oleh orang-orang demi kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Sedangkan dampak negatifnya biasanya dirasakan oleh orang lain misalnya ditabrak meskipun sudah pada jalur yang tepat, mendapatkan makian dari orang yang melanggar, dan terkejut karena mendadak terdapat kendaraan yang tidak pada jalurnya.
Namun, apakah ada kepeduliaan ataupun perspective role takingyang dilakukan pelaku? Perspective role takingmempersoalkan bagaimana kita mencoba memahami pola berpikir atau perilaku yang dilakukan orang lain. Biasanya yang melakukan perspective role takingpositif adalah orang lain yang dirugikan dengan mengatakan “ wajar orang tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena ada kepentingan yang mendesak”. Sangat sulit ditemukan pelaku pelanggaran memiliki perspective role takingyang baik, bahkan tidak memperdulikan orang lain, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar lalu lintas, misalnya tidak terlambat di kantor, tidak terlalu lama menunggu lampu hijau, tidak perlu memutar jauh, dan sebagainya.
Terdapat banyak faktor penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas, namun dalam tulisan ini hanya akan membahas tentang peran orangtua sebagai salah satu penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas. Seperti diulas di awal, bahwa perilaku pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak-anak dan orangtua bahkan lansia. Mengapa anak-anak juga dapat melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya ketika naik sepeda berjajar, menerobos lalu lintas, dan melawan arus. Jawabannya secara praktis bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk kendaraan bermotor. Karena sepeda tidak memiliki mesin atau bermotor, maka sepeda dapat melakukan pelanggaran lalu lintas bahkan dapat dikatakan tidak melanggar. Jawaban ini didapatkan karena orangtua mengajarkan tidak apa-apa melawan arus, menerobos lalu lintas, bersepeda berjajar, asal jangan sampai tertabrak kendaraan lain.
Fenomena berikut banyak ditemui saat pagi hari, saaat orangtua mengantarkan anak-anak berangkat sekolah ataupun saat siang dan sore hari saat orangtua menjemput anak-anak sepulang sekolah. Orangtua melanggar lalu lintas dengan tidak berhenti di belakang garis traffic lightsemuanya seakan-akan berebut di posisi terdepan, saat jalur yang traffic lightnya berwarna merah sepi mereka akan menerobos, bila tempat tujuan terlalu jauh berputar balik, mereka akan melawan arah. Orangtua melakukan pelanggaran lalu lintas ketika bersama dengan anak-anak. Banyak orangtua tidak menduga bahwa saat mereka melakukan pelanggaran lalu lintas, anak-anak melakukan pengamatan dan orangtua menjadi model. Terjadilah proses belajar melalui modeling. Pada proses belajar ini, anak-anak akan memperhatikan atau mengamati orangtua saat melakukan pelanggaran. Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memori baik secara visual ataupun secara verbal. Suatu saat, ketika dalam kondisi yang sama, anak-anak akan menampilkan perilaku pelanggaran lalu lintas, dengan harapan mendapatkan keuntungan seperti yang didapatkan orangtuanya saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Gambaran yang dapat ditangkap dari pola berpikir anak-anak adalah, karena ingin cepat sampai, sepi, agar tidak lelah, maka akan melanggar lalu lintas, seperti yang dilakukan ayah atau ibu (orangtua). Nah, kalau seperti ini, sudah jelas peran orangtua sebagai penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak. Tidak semua anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas karena orangtuanya melakukan pelanggaran, namun kita harus mewaspadi perilaku pelanggaran yang dilakukan anak-anak karena memodel orangtuanya. Mengapa? Karena perilaku seperti ini biasanya memiliki kecenderungan akan diteruskan ke generasi berikutnya  (transgenerational)Semoga tulisan ini memberikan manfaat.Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di bawah umur biasanya karna ada beberapa faktor dan kelalaian orang tua dalam menangani atau mengawasi anak-anaknya dalam berlalu lintas. 
Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UU. Tujuan hukum pidana adalah menakuti seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan diterima dimasyarakat. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat jadi tidak usah menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas atau tilang biasanya melanggar pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraaan, SIM dan STNK serta pasal 59 mengenai muatan lebih terhadap truk maupun angkutan umum serta pasal 61 mengenai salah jalan lintas kendaraan
Berdasarkan kedua pengertian dalam perundang-undangan di atas, dapat di definisi bahwa suatu peristiwa yang terjadi tanpa adanya bentuk keinginan yang menjadikan dampak yang merugi atas peristiwa tersebut baik dari segi moril maupun mteriil.
Penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas pada pasal 229 :
1) Kecelakaan lalu lintas di golongkan atas :
a. Kecelakaan lalu lintas ringan
b. Kecelakaan lalu lintas sedang
c. Kecelakaan lalu lintas berat
2) Kecelakaan lalu lintas ringan 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
3) Kecelakaan lalu lintas sedang
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
4) Kecelakaan lalu lintas berat 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibtkan korban meninggal dunia atau luka berat.Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di sebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Adapun terjadinya pelanggaran lalu lintas hampir setiap hari di indonesi terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di indonesia tingkat kesadaran akan mamatuhi peraturan lalu lintas masih tergolong reandah. Barikut beberapa hal yang mungkin menjwab penyebab rendahanya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:
1. Minimnya pengetahuan mengenai,peratutran,marka dan rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
2. Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri Kondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga melanggar.
3. Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
4. Memutar balikkan ungkapan
Sering kita dengar , "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang indonesia, sehingga sangat ingin menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai pada saat orang menjalankan ibadah sesuai agamanya. 
5. Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain  Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm,kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak contoh standar keselamatan lainnya, akan tetapi kenapa pengemudi malas menerapkannya?
6. Melanggar dengan berbagai alasan "sebentar saja kok parkir disini (di bawah rambu larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat". Masih banyak lagi berbagai alasan yang dijadikan pembelaan. Orang indonesia memang jago untuk hal-hal seperti ini.
7. Bisa "damai" ketika tilang Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar  peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai". Kalu tidak bisa "damai" di jalan, pasti nanti bisa coba "damai" lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.  Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu LintasPertama-tama seorang petugas harus bertanya pada dirinya sendiri, siapakah pelanggar peraturan lalu lintas tersebut. Hal ini bukanlah menyangkut apa pekerjaannya, siapa namanya, dan seterusnya. Yang pokok disini adalah bahwa seorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pengertian perbuatan pidana, telah di ajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. 
	Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah di sebut di muka, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana 
1) Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorien)
2) Teori relatif atau tujuan (doeltheorien)
3) Teori gabungan (verenigngstheorien)
		Dalam melaksanakan hukum pidana di perlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) yang bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan
2. [bookmark: _Toc525123392]Penanganan dan penanggulangan tindak pidana laka lantas
Istilah kebijakan Barda Nawawi Arief, diambil dari istilah “policy”(Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politi hukum pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”[footnoteRef:28] [28: Ibid, hlm 27] 

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. 
Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah 
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.[footnoteRef:29] [29:  Sudarto, 1981, “Hukum dan  Hukum Pidana”, alumni, Bandung, hlm 159.] 

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menentapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[footnoteRef:30] [30:  Sudarto, 1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sinar Baru, Bandung, hlm 20] 

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.
Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.
Menurut A.Mulder,[footnoteRef:31] “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan yang menentukan : [31:  A. Mulder, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid, hlm 28.] 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pinda;
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan
a) Dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur bagaimana tatacara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh petugas Polri di seluruh Indonesia.Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Kewajiban Penyidik Dalam Penanganan Kasus Kecelakaaan Secara umum dalam menangani suatu kasus kecelakaan, penyidik berpedoman dan mempertimbangkan:
1. Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan. 
2. Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum. 
3. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
	Dalam kasus Kecelakan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan proses pemeriksaan singkat. Pada proses pemeriksaan singkat ini (Kecelakaan Lalu Lintas ringan), apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sementara itu pada kasus kecelakaan tertentu, Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas dapat menyerahkan kepada penyidik fungsi Reserse, apabila menemukan adanya bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana terkait dengan:
a. Kendaraan (hasil curian atau terlibat tindak pidana lain)
b.  Barang muatan (muatan di tengarai masih terkait dengan tindak kejahatan)
c. Modus kecelakaan. (terjadi unsur kesengajaan)

C. [bookmark: _Toc525123393]Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggarandan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara[footnoteRef:32]. Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom ‘alaihi”[footnoteRef:33]. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefisikan jarimah adalah larangan-larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta’zir[footnoteRef:34] Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas.  [32:  Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1]  [33:  Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2]  [34:  A. Djazuli, Fiqh Jinayah …, 11.] 

Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nas}. Adapun hukuman ta’zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta’zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zi>r diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat[footnoteRef:35]. Berdasarkan pendapat diatas maka jarimah adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. [35:  4 Abd Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Mesir : Dar Al- Qalam, 1998), 198.] 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jari mahatau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya[footnoteRef:36] Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:[footnoteRef:37] [36:   Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana ..., 45.]  [37:  A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 170.] 

1. Dalam jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun ulil amri (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisamenjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta’zir kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupunoleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat.
2.  Dalam jarimah ta’zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3.   Pembuktian jarimah hudud dan qis}as} harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jari>mah ta’zir sangat luas kemungkinannya.
4.  Hukuman had maupun qis}as} tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta’zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh
Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anakadalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belumballigh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.[footnoteRef:38] Kata baligh berasal dari fi’il madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak[footnoteRef:39] Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu[footnoteRef:40] [38:   Ahmad Hanafi, Asas-asas…, 369.]  [39:  Mahmud Yunus, Kamus Bahasa …, 71]  [40:  Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 10.] 

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.21 Imam Syafi’i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah
Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebananseseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yangdikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebutmengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. 
Dalam syariatIslam pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga hal yaitu adanya perbuatan yang terlarang, perbuatan itu dikerjakan dengankemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu Apabila terhadap tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pulapertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak, orang yangdipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc524947444]
A. [bookmark: _Toc525123395]Penegakan Hukum  terhadapp anak dibawah Umur yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Batang
Fenomena anak-anak dibawah umur mengendarai sepeda motor kerap kali ditemui di jalan raya. Berdasarkan undang-undang, perilaku anak-anak ini dapat terkena beberapa pasal dalam peraturan lalu lintas. Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas pasal 77 ayat 1 diungkapkan, "setiap orang yang mengemudika kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan". Pada pasal 81, untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya usia untuk SIM A, C dan D minimal 17 tahun, 20 tahun untuk SIM B I dan 21 tahun untuk SIM B II. Apabila belum memiliki SIM, pengendara motor anak-anak ini dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta". Apabila dari kegiatan berkendara tersebut mengakibatkan kecelakaan dan jatuh korban di pihak orang lain, pengendara anak-anak ini dapat dikenai beberapa pasal.Misalnya, pada pasal 310 ayat 1 sampai 4 yang mengatur denda dan kurungan apabila menyebabkan korban luka ringan, berat sampai meninggal dunia. Denda mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 12 juta serta ancaman kurungan dari enam bulan sampai enam tahun. Namun, penetapan pasal ini bergantung pada penilaian hakim. Selain itu, karena pelaku adalah anak-anak, penetapan akan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 Menurut Setijowarno dan Frazila transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu ( orang dan atau barang ) dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana ( kendaraan, pipa, dan lain-lain ).[footnoteRef:41] Menurut Miro, Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan,mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu[footnoteRef:42]. Transportasi merupakan suatu proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses dimaksud sesuai dengan waktu yang diinginkan.  [41:  Setijowarno dan Frazila, 2001, Pengantar Sistem Transportasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm 54]  [42:  Fidel Miro, 2005, Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencanaan, dan Praktisi Erlangga; Jakarta, hlm 29] 

Adapun ketika anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa SIM, menerabas rambu-rambu lalu lintas, berbonceng lebih dari satu orang dan memodifikasi motor akan di tilang polisi sesuai prosedurnya dan ketika di tilang pada saat menghadiri ke Pengadilan bisa di wakilkan oleh orang tuanya.
Dimana  Kapolres batang melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelaggaran lalu lintas dilakukan dengan melakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polres batang untuk mengurangi jumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran denga melalui prosedur
· Menyiapkan peralatan
a. Pertama menyiapkan surat perintah tugas
b. Mengarahkan APP (arahan pimpinan) ke anggota
c. Menyiapkan peralatan penindakan seperti :
· Plang oprasi (papan) razia
· Travikani (krucut)
· Menyiapkan meja kursi/hp android untuk melakukan E-tilang
· Pelaksanaan 
a. Dengan memperlambat laju pengemudi 
b. Memberhentikan pengemudi 
c. Memeriksa
d. Penindakan 
e. E-tilang 
· Proses Berkas  pengiriman ke Pengadilan 
· Berkas di input sesuai format yang di berikan oleh pengadilan setelah itu ke perma (peraturan Mahkamah Agung) Berkas yang dikirim di bagi kepada para hakim yang akan menyidangkan berkas perkara tersebut ke perma 12 tahun 2016 “ pengadilan tidak menyidangkan perkara tilang di pengadilan akan tetapi pengadilan hanya memutuskan denda perkara tilang yang melakukan eksekusi dendan tilang di kejaksaan”
· Format ketikan di masukan ke website SIPP ( sistem informasi perkara pengadilan)
· Proses pengiriman pengadilan 3 hari sebelum pelaksanaan sidang
Jumlah alat transportasi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami keningkatan yang segnifikan. Berdasarkan data dibawah ini menunjukan fakta jumlah kendaraan alat transportasi sebagai berikut
[bookmark: _Toc525123396]Tabel 2.
Bank data kecelakaan lalu lintas Polres Batang tahun 2018
	No 
	Uraian 
	Jan 
	Feb 
	Mar 
	Apr 
	Mei 
	Jun 
	Jul 

	1
	JMLH LAKA
	25
	16
	13
	29
	26
	31
	171

	2
	MD
	0
	3
	7
	6
	9
	15
	51

	3
	LB
	0
	0
	0
	5
	1
	0
	6

	4
	LR
	39
	22
	12
	34
	35
	29
	206

	5
	RUMAT
	41,000,000
	93,700,000
	6,600,000
	37,800,000
	41,600,000
	43,200,000
	



Dalam tabel diatas di jelaskan bahwa dari bulan ke bulan selanjutnya dari MD (meninggal dunia) semakin bertambah dan LB (luka berat)hanya di bulan April saja dan di bulan selanjutnya semakin berkurang dan untuk LR (luka ringan) dari jumlah keseluruhan semakin naik turun
Berikut adalah tata tertib lalu lintas yang perlu diketahui.
1. Melanggar rambu lalu lintas
	Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi di jalan raya, apalagi di Indonesia. Banyak masyarakat ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan sehingga tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Bagi pengemudi roda dua atau roda empat, selalu perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Selain untuk menghindari denda dan pidana penjara, Anda juga akan selamat dari yang namanya kecelakaan. Bagi yang kedapatan melanggar rambu lalu lintas akan dikenakan denda maksimal Rp500.000 atau kurungan maksimal dua bulan penjara.
2. Berkendara melebihi batas kecepatan
	Baik mobil maupun sepeda motor, keduanya memiliki batasan kecepatan maksimal. Jika melanggar poin ini, Anda harus siap membayar denda maksimal Rp500.000 atau maksimal kurungan dua bulan penjara.
3. Tidak memakai safety
	Safety bagi pengemudi roda dua adalah helm dan sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat. Ketentuan ini tidak hanya bagi pengemudi, namun juga bagi penumpang. Jika melanggar poin ini, Anda juga akan dikenakan sanksi dan denda seperti poin-poin sebelumnya
4. Tidak memenuhi syarat teknis
	Persyaratan teknis kendaraan roda empat tentu saja berbeda dengan roda dua. Untuk roda empat, kelengkapannya meliputi: kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, lampu mundur, bumper, dan kaca depan. Jika ini tidak lengkap, maka Anda akan dikenakan denda maksimal Rp500.000 atau maksimal kurungan dua bulan penjara.Untuk kendaraan roda dua, kelengkapannya berupa: lampu utama, lampu rem, klakson, knalpot  bawaan sepeda motor, kaca spion, dan pengukur kecepatan. Bagi yang tidak melengkapi syarat teknik akan dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp250.000.
	 Penyebab kecelakaan lalu lintas pada umumnya terdiri ata 3 (tiga) faktor yaitu manusia,kendaraan dan lingkungan . faktor manusia (human error) memiliki konstribusi yang paling tinngi mencapai 80-90%. Sedangkan untuk faktor kendaraan dan faktor lingkungan.
1. Faktor manusia 
Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu
2. Faktor kendaraan 
	Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem idak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraanperawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara teratur
3. Faktor jalan
Faktor jalan terkait dengan perencanaan jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah penggunngan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.  Hari hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jark pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandnang, terutama di daerah pegunungan.
Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas penulis uraikan di atas, yang meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, namun dari ketiga faktor terdapat faktor yang sangat menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yaitu faktor pengemudi (manusia). 
Sebagian besar pengemudi kendaraan umum mengerti dan memahami bagaimana perilaku berlalu lintas yang benar, seperti cara menyalip, menjaga jarak dan lain-lain. Namun demikian ternyata masih cukup banyak juga pengemudi kendaraan umum yang bersikap ugal-ugalan dengan alasan mengejar waktu, setoran, mengantuk atau kelelahan, sehingga melanggar peraturan berlalu lintas yang mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. 
Disamping itu juga disampaikan oleh Aiptu Danang Primayanto, selaku Kanit Diyaksa Satlantas Polres Batang bahwa di kota Batang sendiri khususnya di alun-alun Batang banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan ada juga yang tidak memakai helm SNI terlebih lagi ada juga yang berboncengan lebh dari satu yang bisa menyebabkan kecelakaan 
"Banyak pengendara kurang taat apalagi saat melintas di Alun-alun Kabupaten Batang, mereka kurang memperhatikan faktor keamanan dan tidak mengenekan helm," ujarnya. Aiptu Danang juga menghimbau bagi masyarakat untuk memperhatikan keamanan saat berkendara. "Sepeda motor bisa jadi mesin pembunuh jika pengendara tidak memperhatikan faktor keamanan, jadi kami harap agar masyarakat lebih sadar akan keselamatan dengan mengenakan perlengkapan berkendara agar tidak membahayakan diri sendiri dan penendara lain," jelasnya. Selain itu pihaknya juga mensosialisakian terkiat operasi patuh candi 2018 yang akan diselengarakan selama 14 hari. "Untuk menekan pelanggar lalu lintas Polres Batang sendang melaksanakan operasi patuh candi 3018 yang digelar 26 April hingga 9 Mei mendatang. Jadi kami himbau para pengguna jalan agar lebih tertib dan membawa surat-surat kendaraan dan perlengkapan berkendara.
Namun di indonesia banyak perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan ditempat oleh oknum yang berwenang atau polantas sehingga pelanggaran lalu lintas tidak sampai proses hukum, hal ini lah banyak orang yang menyepelekan peraturan lalu lintas karena apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas mereka tinggal menyuap aparat tersebut. Ban bagi aparat hal ini bisa disalah gunakan, dengan jabatan mereka sebagai aparat bisa menghasilkan uang lebih dari perbuatan tersebut.
Dan setiap orang yang berkendara wajib memakai perlengkapan berkendara yang telah dibuat atau diatur didalam perundangan-undangan lalu lintas sebagai berikut 
a) Memakai sabuk pengaman bagi pengguna roda empat
b)  Memakai helm bagi pengguna motor
c)  Menyalakan lampu pada siang hari
d) Membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK
Tapi meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas lebih kondusif pada kenyataanya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai aturan kerap dilakukan tapi ironisnya kelalian tersebut tak jarang merugikan orang lain dan sering kali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berikut ini adalah pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di indonesia :
a) Menerobos lampu merah
b) Tidak menggunakan helm
c) Tidak memyalakan lampu kendaraan
d) Tidak membawa surat kelengkapan berkendara
e) Melawan arus
f) Penggunakan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan
Jelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Batang menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Candi Tahun 2018, berlangsung di Halaman Polres Batang, Kamis (26/4/2018). Apel dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang. Turut Hadir dalam kegiatan, Kapolres Batang, AKBP Edi Suranta Sinulingga, Dandim 0736/Batang, Letkol Kev Henry Rudi Judianto Napitupuli serta diikuti ratusan personel gabungan dari Kodim 0736/Batang, Polres Batang, Dishub dan Satpol PP. 
Wakil Bupati Batang, Suyono yang menjadi Inspektur Upacara dalam sambutannya membacakan amanat Kepala Korps Lalu-lintas Polri, mengatakan bahwa permasalahan dibidang lalu-lintas saat ini telah berkembang pesat akibat konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai transportasi. "Perkembangan transportasi juga telah menginjak era digital, dimana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggaman (cukup menggunakan handphone), untuk itu modernisasi perlu diikuti dengan inovasi, dan kinerja Polri khususnya Polantas, sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modernisasi transportasi tersebut," paparnya Lanjutnya, Ia mengatakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu-lintas, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib lalulintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga menyampaikan sasaran prioritas operasi patuh tahun 2018. "Adapun sasaran prioritas operasi patuh diantaranya, pengemudi menggunakan handphone,melawan arus, berboncengan lebih dari satu, pengemudi dibawah umur, pengemudi menggunakan narkoba atau mabuk, dan melebihi batas kecepatan," tuturnya. Ia berharap kegiatan operasi patuh lalulintas bisa menekan korban fatalitas serta meminimalisir kemacetan lalulintas. "Dengan penindakan sasaran pelanggaran lalulintas tersebut maka diharapkan operasi patuh tahun ini dapat menekan jumlah korban fatalitas dan meminimalisir kemacetan lalulintas serya terwujudnya Kamseltibcarlantas yang mantap," tandasnya.[footnoteRef:43] [43:  http://jateng.tribunnews.com/2018/04/26/polres-batang-siap-gelar-operasi-keselamatan-lalu-lintas-candi-2018] 

Ketua kapolres batang sendiri  menjelaskan bahwa proses pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur dilakukan tindakan hukum dengan adanya tilang ketika anak di bawah umur maupun semua golongan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka pihak kepolisan tidak pandang bulu dalam melakukan tindakan penilangan. Dalam proses penilangan adanya terdapat prosedur-prosedur dimana seseorang harus mendatangi sidang di pengadilan negri untuk membayar denda, Apabila anak di bawah umur tidak dapat hadir dalam proses persidangan bisa diwakilkan oleh saudaranya.

B. [bookmark: _Toc524947445][bookmark: _Toc525123397]Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu intas yang dilakukan anak di bawah umur
Didalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan ditegaskan bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, bangsa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa  dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Upaya untuk meningkatkan keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mengingat keselamatan lalu lintas jalana melibatkan banyak instansi dan banyak kepentingan, maka dalam upaya tersebut diperlukan suatu koordinasi oleh seluruh stakeholder, sehingga penangananya dapat dilaksanakan secara terpadu,efektif,efisien dan tepat sasaran.
Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahapkonkretisasi/oprasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :
a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif
b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini di sebut dengan tahapan yudikatif 
c. Tahap aplikasi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative[footnoteRef:44] [44:  Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 1] 

Peran dan fungsi kebijakan hukum pidana merupakan faktor terpenting dari implementasi hukum yang dapat diwujudkan  dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Disini dapat disimpulkan bahwa ketika kebjakan dalam hukum pidana diambil dengan baik atau memprioritaskan keadilan bagi para pihak maka akan berpengaruh terhadap turunyan angka kecelakaan lalu lintas.
Masih banyak kepolisian dalam menangani kasus masih saja tidak sesuai dengan isi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dimana seharusnya kepolisian dalam menangani anak di bawah umur yang melanggar aturan seharusnya dengan adanya rasa empati terhadap anak seperti contohnya tidak memakai sergam kepolisian, harus dengan cara yang lebih manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya karena bertujuan untuk melindungi anak dari hak-haknya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.
Adapun faktor pendukung dalam proses penegakan hukum anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetap berjalan dengan memenuhi aturan undang-undang No 22 tahun 2009 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batang:
a. adanya keseriusan aparat kepolisian dalam mengawasi para pengendara roda dua.
b. Banyaknya Pos polisi yang tersebar di Kota Batang, Jumlah anggota Polantas yang cukup banyak
c. Melakukan dikmas ( pendidikan masyarakat)
d. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas sejak dini dari SD,SMP,SMA
e. Melaksanakan giat sefty reading (keselamatan lalu lintas)
f. Adanya peran serta Dinas Perhubungan dalam meyediakan Rambu-Rambu lalulintas dan memperbaiki jalan,
g. Adanya koordinasi yang baik antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi sarana dan prasana jalan raya.
Adapun faktor penghambat yaitu Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Batang :
1. Kurang terampil berlalu lintas
2.  Kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan
3. belum mengikuti ujian dan lulus ujian kepemilikan Surat
4. Izin Mengemudi (SIM)
5.  Kurang memahami Undang-Undang lalu lintas No 22 Tahun
6. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
7. Belum cukup umur untuk membawa kendaraan (contohnya
8. anak SMP dan SMA) yang menggunakan kendaraan pribadi yang tidak memiliki SIM jenis perseorangan yaitu SIM A, untuk mobil dan C untuk sepeda motor
9. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya
10.  kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Perhubungan dalam melakukan perbaikan kerusakan jalan
11.  kurangnya koordinasi kerjasama antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektiv dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja. Masih banyak pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh remaja, sehingga banyak usia remaja yang menjadi korban dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat terjadi karena berbgai faktor yaitu kurangnya kesadaran pengendara untuk lebih berhati – hati dalam berkendara, mengaplikasikan handphone pada saat berkendara, Tidak mematuhi rambu lalu lintas, Tidak memiliki SIM, Serta ugal – ugalan di jalan khususnya kaum remaja. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektivnya undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu Penggunaan Kendaraan Oleh Anak Sekolah Mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM), sementara untuk praktis sekolahnya mereka lebih praktis untuk membawa kendaraan sendiri di banding menggunakan angkutan umum, struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak remaja kita memahami pentingnya akan kesadaran berlalu lintas yaitu, Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan
Faktor-faktor yang menghambat tugas dan fungsi Polri dalam penegakan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :
1.  faktor hukumnya sendiri,
2.  faktor penegak hukum, 
3.  faktor sarana dan prasarana,
4.  faktor masyarakat dan 
5. faktor budaya masyarakat.
Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, artinya penegakan hukum akan efektif bila didukung oleh faktor-faktor tersebut. Sebaliknya terdapat kelemahan satu faktor saja, akan mengakibatkan penegakan hukum tidak akan efektif karena ada faktor penting dan penentu yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat di masa yang akan datang adalah meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, mengadakan patroli jalan raya, mengadakan program pembangunan yang diarahkan pada aspek tersebut khususnya manusia, sarana dan prasarana, dan metode atau cararta belum terampilnya dalam menjalankan kendaraannya.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan. Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa untuk pembuatan atau penerbitan SIM dilakukan disetiap Polisi Resor (Polres) dimasing-masing wilayah atau kabupaten, sedangkan untuk kota Batang sendiri pembuatan atau penerbitan SIM ditempatkan di Kepolisian  Resor Kota (Polresta) Batang, dalam hal ini dikhususkan kepada pembuatan SIM A dan C yaitu bagi kendaraan roda dua dan rodaempat, sedangkan untuk pembuatan SIM B1 atau untuk kendaraan berat ditempatkan di Kepolisian Daerah (Polda) Batang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan1 :
1. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
2. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lalu lintas adalah pergerakkan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakkan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan dijalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan dijalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.[footnoteRef:45] [45:  Adib Bahari,2010,Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Jakarta,h.28
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[bookmark: _Toc524947446][bookmark: _Toc525123398][bookmark: _Toc524947447]BAB IV
PENUTUP

A. [bookmark: _Toc524947448][bookmark: _Toc525123399]Kesimpulan
1. Kepolisian Resor Batang dimana dalam penagakan hukum terhadap anak di bawah umur haruslah lebihb efektif lagi dsn bijaksana seperti dalam undang-undang no 11 tahun 2012 dimana penerepannya sesuai dalam isi undang-undang dimana anggota Kepolisian tidak boleh sewenang wenang dalam menangani kasus anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran dan ketika dalam pembinaan Kepolisian harus lebih adanya empati kepada anak di bawah umur.
2. Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada faktor pendukung yaitu dimana kepolisian untuk selalu mengimbau kepada masyarakat agar selalu meatuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mengayomi kepada masyarakat supaya akan sadar akan pentingnya keselamatan berkendara dan Kepolisian harus mempunyai kepercayaan diri untuk mengambil keputusan yang bijaksana sehingga menghasilkan keadilan dan adapun beberapa faktor penghambat yang kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: Pelanggaran tertib penggunaan perangkat keselamatan seperti helm dan sabuk keselamatan yang cenderung masih tinggi terutama di kawasan pinggiran kota Pelanggaran jalur yang dilakukan oleh pengguna jalan dengan berjalan menggunakan jalur lawan pada jalan-jalan yang dipisah dengan median ataupun jalan satu arah. Tidak berjalannya aturan penggunaan persimpangan perioritas atau bundaran lalu lintas, pelanggaran ini pada gilirannya mengakibatkan persimpangan terkunci. Memang pengertian masyarakat tentang hak menggunakan persimpangan masih sangat rendah terutama pada persimpangan yang dilengkapi dengan rambu beri kesempatan ataupun rambu stop.

B. [bookmark: _Toc524947449][bookmark: _Toc525123400]Saran-saran
Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :
1. Kepada masyarakat luas dan pembaca agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk menciptakan penerapan peraturan lalu lintas dan keselamatan lalulintas yang baik dan benar di jalan raya Kepada polisi sebagai aparat penegak hukum terutama polisi laka lantas untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan suatu lalu lintas yang aman,tertib dan lancar, sehingga diharapkan mampu meminimalisir angka kematian dan korban kecelakaan di wilayah hukum polres Batang terutama pada daerah rawan kecelakaan.
2. Kepada dinas perhubungan untuk meningkatkan lagi kinerjanya, terutama di dalam pelaksaan fungsinya sebagai aparat yang menfasilitasi saran dan prasarana kebutuhan di jalan raya yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan, daerah rawan langgar dan daerah kecelakaan. Sehingga perlunya melakukan pengaturan penjagaan dan pengawalan lalu lintas terutama pada daerah rawan kecelakaan atau zona black spot agar dapat memenuhi fasilitas perlengkapan jalan bertujuan untuk mengingatkan masyarakat aka bahaya dari kecelakaan lalu lintas
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